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ABSTRAK
Kebijakan Pemerintah dalam menerbitkan metode melalui omnibus law patut di apresiasi karena
bertujuan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan mempermudah investasi, namun harus
tetap dengan prinsip Negara hukum.Penelitian ini dilakukan untuk menjawab beberapa
permasalahan terkait Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 setahun kemudian terbitlah
Putusan MKNo. 56/PUU-XIV/2016 dimana pasal yang diuji dan dikabulkan terkait pengaturan
kewenangan menteri nmembatalkan peraturan Daerah Provinsi. Adapun Objek Permohonan dalam
Putusan ini Pengujian Materiil Pasal 251 ayat (1), ayat (2), ayat (7), dan ayat (8) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23 tahun 2014). Terkait dengan
pembatalan peraturan daerah yang di ubah melalui Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang
cipta kerja yang dimana kewenangan pembatalan peraturan daerah dapat dibatalkan oleh
pemerintah pusat melalui peraturan Presiden, penelitian ini merupakan penelitian normative
dengan mengunakan data sekunder. Yang menarik kesimpulan bahwa undang-undang nomor 11
tahun 2020 pada pasal 251 ayat (1) bahwa kewenangan pemerintah pusat dalam membatalakan
peraturan daerah provinsi dan kabupaten/kota melalui peraturan presiden tidak tepat karena tidak
sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 yang dimana dalam
putusan tersebut mengatakan bahwa kewenangan pembatalan peraturan daerah
provinsi,kabupaten/kota harus melalui mekanisme judicial review di Mahkamah Agung (MA).
Kata Kunci : Putusan MK, Omnibus law, Peraturan Daerah
ABSTRACT
The government policy in issuing methods through the omnibus law deserves appreciation because
it aims to increase employment and facilitate investment, but it must stick to the principles of the
rule of law. This research was conducted to answer several problems related to the Constitutional
Court Decision No. 137 / PUU-XIII / 2015 a year later the Constitutional Court Decision No.
56 / PUU-XIV / 2016 where the articles that are tested and granted are related to theregulation
of the minister's authority to cancel the Provincial Regulation. The object of the application in this
decision is to examine the material of Article 251 paragraph (1), paragraph (2), paragraph (7),
and paragraph (8) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government (Law 23 of 2014).
Regarding the cancellation of regional regulations amended by Law number 11 of 2020
concerning work copyright where the authority to cancel regional regulations can be canceled by
the central government through a presidential regulation, this research is a normative study using
secondary data. What draws the conclusion is that law number 11 of 2020 in article 251
paragraph (1) states that the authority of the central government in canceling provincial and
district / city regional regulations through presidential regulations is incorrect because it is not in
line with the decision of the Constitutional Court Number 137 / PUU-XIII / 2015, in which the
decision states that the authority to cancel provincial, regency / city regulations must go through a
judicial review mechanism at the Supreme Court (MA).
Keywords: Constitutional Court Decision, Omnibus law, Regional Regulations
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A. Latar Belakang Masalah
Berdasarkan ketentuan
Pasal 18 ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik
Indonesia (UUD 1945) berbunyi
“Negara Kesatuan republik
Indonesia dibagi atas daerah-
daerah provinsi dan daerah
provinsi itu dibagi atas
kabupaten dan kota,yang tiap-





kabupaten dan kota mengatur dan
mengurus sendiri utusan
Pemerintahan menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan
dan Pemerintahan daerah berhak
menetapkan peraturan daerah dan
peraturan lain untuk
melaksanakan otonomi dan tugas
pembantuan. Ketentuan Pasal 18








suatu bentuk alokasi kekuasaan
terhadap unit-unit lokal atau




negara yang heterogen secara
sosial.3
Saat ini penyelenggaraan




3 Adelfer, Local Government in




Undang Nomor 23 tahun 2014),
bahwa dalam penyelenggaraan
Pemerintahan daerah, daerah
berwenang untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan
Pemerintahan menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan.
Kewenangan mengatur tersebut
salah satunya dalam membentuk
peraturan daerah, pembentukan








daerahnya dan peraturan daerah
yang dibentuk harus sesuai dan
sinergis dengan peraturan
4 Pasal 236 Undang-Undang 23/2014.
perundang-undangan yang
ditetapkan secara nasional. 5






Kepala Daerah dan Ketua DPRD
sebagai unsur Pemerintahan
daerah dan beberapa Bupati serta
satu perorangan. Salah satu pasal





Gubernur dan Menteri Dalam
Negeri (Mendagri) tidak lagi
5 Yuli Asmara Triputra, “Harmonisasi
Peraturan Daerah terhadap Peraturan
Perundang-undangan dalam Bingkai Negara
Kesatuan Republik Indonesia”, Jurnal Lex





ini pun berdampak pembatalan
Peraturan Daerah kabupaten/kota






Putusan MK No. 56/PUU-
XIV/2016 dimana pasal yang




Permohonan dalam Putusan ini
Pengujian Materiil Pasal 251 ayat
(1), ayat (2), ayat (7), dan ayat
(8) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (UU 23
tahun 2014).
Dalam Undang-Undang
nomor 11 tahun 2020 tentang




Undang nomor 11 tahun 2020
tentang Cipta Kerja pada pasal










dapat dibatalkan. Kemudian pada
pasal 251 ayat (2) menyatakan





sebagaimana dimaksud pada ayat




Peraturan Daerah bertujuan untuk
mengatasi persoalan tumpang





belakang, maka adapun rumusan
masalah dalam penulisan ini
adalah:
1. Apakah undang-undang
nomor 11 tahun 2020 dapat
menyimpangi putusan MK
NO.137/PUU-XIII/2015.?
















fakta-fakta sosial, sebab ilmu
hukum normatif tidak
mengenal data atau fakta
sosial, yang dikenal hanya
bahan hukum (bahan hukum
primer, sekunder, dan tresier),
jadi untuk menjelaskan
56
hukum atau untuk mencari
makna, dan memberi nilai









terakomodasi dalam Pasal 18





atas dasar provinsi dan
Daerah Propinsi akan dibagi
dalam daerah yang lebih
6 Bahder Johan Nasution, Metode
Penelitian Ilmu Hukum, Bandung: Mandar
Maju, 2008, hal 87.
kecil. Daerah itu bersifat
„otonom‟ (streek en locale
rechtsgemeenschappen)
dengan dibentuk badan
perwakilan rakyat, atau hanya
berupa “daerah administrasi”
saja. Daerah besar dan kecil
yang diberikan kewenangan
otonomi seberapa luas apapun
bukan merupakan Negara
Bagian (state), melainkan
daerah yang tidak terpisahkan
dari dan dibentuk dalam
kerangka Negara Kesatuan.
Corak daerah besar






berpegang kepada apa yang
tercantum dalam Pasal 18
57
UUD 1945 tersebut









daerah sebagai sistem dalam
menyelenggarakan
Pemerintahan Negara.






















Tahun 1945 khususnya alinea









7 Bagir Manan dan Kuntara, Beberapa





















itu tidak terlalu dirasakan.
Atmosudirdjo memahami
kewenangan meruapakan
kekuasaan formal dalam arti









didasarkan pada hukum yang
berlaku. Dengan demikian
bahwa tindakan pemerintah
yang sah adalah apabila
sesuai dengan kewenangan.
Lebih lanjut juga dikatakan
bahwa kewenangan hanya
dapat diperoleh dengan dua
cara yaitu atribusi dan
delegasi.9 Pemahaman yang
sama juga dijelaskan oleh
8 Prajudi Atmosudirjo, Hukum
Administrasi Negara, Cetakan Kesepuluh,
Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hal. 78
9 Philipus M. Hadjon, et.al, Pengantar
Hukum Administrasi Indonesia, Introduction
to the Indonesian Administrative law,
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,
2011, hal. 130
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secara atribusi, delegasi dan














dalam arti tindakan yang
menimbulkan akibat hukum













peran Pemerintah Daerah dan
Kabupaten/Kota sangat besar,
sehingga diperlukan produk





produk hukum sangat penting
10 Sadjijono, Bab- Bab Pokok Hukum
Administrasi, Cetakan II, Edisi II,
Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2011, hal.
65
11 HR. Ridwan, Hukum Administrasi




sebuah produk hukum daerah
haruslah mengandung
semangat regulasi yang sesuai
dengan tatacara pembentukan
peraturan perundang-
undangan dan regulasi yang









produk hukum daerah yang





"Pembentukan Peraturan Daerah yang
Responsif dalam Mendukung Otonomi
Daerah." DIH: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10
















dalam konteks hak asasi
manusia yang diartikan
sebagai memberikan
pengayoman kepada hak asasi
manusia yang dirugikan











akan harkat, martabat serta












13 Satjipto Rahardjo, Permasalahan
Hukum di Indonesia, Bandung: Alumni,
1983, hal. 121
14 Philipus M. Hadjon, Perlindungan
Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu
Surabaya, 1987, hal. 38



















didasarkan pada Pasal 18








dan tugas pembantuan. Dalam











juga terdapat dalam Undang-





2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik










undangan yang disusun oleh
DPRD dengan persetujuan
bersama kepala daerah.15
Adapun jika dimaknai secara
terpisah, peraturan berarti: (1)
n tatanan (petunjuk, kaidah,
ketentuan) yang dibuat untuk
mengatur; (2) n kl hubungan
15 Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa, “Peraturan Daerah,”
KBBI Daring,
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peratur
an%20daerah, diakses pada 1 Oktober 2020
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keluarga (kepada),16
sedangkan daerah berarti: (1)
n bagian permukaan bumi
dalam kaitannya dengan
keadaan alam dan sebagainya
yang khusus; (2) n
lingkungan pemerintah;
wilayah; (3) n selingkungan
tempat yang dipakai untuk
tujuan khusus; kawasan; (4) n
tempat sekeliling atau yang
termasuk dalam lingkungan
suatu kota (wilayah dan
sebagainya; (5) n tempat
dalam satu lingkungan yang
sama keadaannya (iklimnya,
hasilnya, dan sebagainya); (6)
n tempat yang terkena







tertentu, yaitu kepala daerah,
dengan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
yang bersangkutan dan harus
memenuhi syarat-syarat










diakses pada 1 Oktober 2020
17 Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa, “Daerah,” KBBI
Daring,
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/daerah,
diakses pada 1 Oktober 2020.
18 Dalam King Faisal Sulaiman, Teori
Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek
Pengujiannya, Cetakan Pertama, Thafa




yang ada dalam Undang-
Undang 15 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas

























dari peraturan tingkat pusat
sampai ke daerah telah diatur
dalam undang-undang
khusus, yakni Undang-




Nomor 12 tahun 2011) yang
memiliki dasar hukum berupa












delegasi Pasal 22A dimaksud
lahirlah Undang-Undang
Nomor 12 tahun 2011 dan
perubahannya Undang-
Undang Nomor 15 tahun
2019 yang materi muatannya




undangan lain selain undang-
undang, termasuk
19 Dalam Pasal 22A UUD NRI 1945
diatur bahwa “Ketentuan lebih lanjut
tentang tata cara pembentukan undang-
undang diatur dengan undang-undang”.
Dalam pengaturan Undang- Undang yang
didelegasikan tersebut, kemudian
memngatur juga pembentukan peraturan
perundang-undangan lain misalnya Perppu,













juga akan membentuk suatu










proses berupa proses evaluasi
66
dan pemberian nomor register
peraturan daerah. Menurut
penulis, hal ini sebenarnya
merupakan permasalahan
hukum, bahwa telah terjadi
perbedaan pengaturan yang
menimbulkan disharmoni
antara 2 (dua) peraturan
perundang-undangan yang
satu level yakni undang-
undang.





tingkatan yang sama saling














menerapkan asas hukum lex
spesialis derogat legi
generali, dalam penerapan
asas tersebut perlu ditentukan
terlebih dahulu undang-
undang mana yang lex
spesialis dan mana yang
menjadi legi generali.
Kemudian jika asas lex
spesialis legi generali tidak
dapat diterapkan, maka
menggunakan asas lex
posterior derogat legi priori,
menurut Van der Vlies asas
20 I.C. Van der Vlies, Hanboek
Wetgeving, Pent. Linus Dolujawa, Ditjen PP
Kemenkumham, Jakarta, 2005, hlm. 225.
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undang yang paling akhir atau









hukum yang telah dijamin

















Terbitlah Putusan MK No.
137/PUU-XIII/2015 yang
mengabulkan sebagian
permohonan yang diajukan oleh
Asosiasi Pemerintah Kabupaten
Seluruh Indonesia (Apkasi),
beberapa Kepala Daerah dan
Ketua DPRD sebagai unsur
Pemerintahan daerah dan
beberapa Bupati serta satu
22 Tanto Lailam, “Konstruksi
Pertentangan Norma Hukum dalam Skema
Pengujian Undang- Undang”, Jurnal
Konstitusi, Volume 11, Nomor 1, Maret
2014, hlm. 28.
23 Bagir Manan, Hukum Positif
Indonesia, FH UII PRESS, Yogyakarta,
2004, hlm. 56.
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perorangan. Salah satu pasal





Gubernur dan Menteri Dalam
Negeri (Mendagri) tidak lagi
dapat membatalkan Peraturan
Daerah kabupaten/kota. Putusan
ini pun berdampak pembatalan
Peraturan Daerah kabupaten/kota






kepada Menteri dan Gubernur
untuk membatalkan Perda
Indonesia sebagaimana
tercantum dalam Pasal 1 ayat













dijadikan tolok ukur dalam
membatalkan Perda yang
termuat dalam Pasal 251 ayat
(2) dan ayat (3) UU Pemda,
menurut Mahkamah juga
Kabupaten/Kota telah
24 Yuswanto, dan M. Yasin Al Arif,
menyimpangi logika dan
bangunan negara hukum
“Diskursus Pembatalan Peraturan Daerah
Pasca Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015
dan No. 56/PUU-XIV/2016”, Jurnal










telah termuat dalam undang-
undang, sehingga juga dapat











dikenal sebagai salah satu
jenis dan hierarki peraturan
perundang-undangan
sebagaimana tertuang dalam
Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8
UU No. 12 Tahun 2011 juga







yang demikian pada dasarnya
merupakan pertimbangan
hukum dalam putusan Nomor
137/PUU-XIII/2015,
bertanggal 5 April 2017, yang
menurut penilaian MK
pertimbangan hukum tersebut
berlaku juga terhadap putusan
MK No. 56/PUU-XIV/2016.
Sehingga Mahkamah
berpendapat, Pasal 251 ayat




frasa “Perda Provinsi dan”
bertentangan dengan UUD
1945. Sedangkan Pasal 251






dengan UUD 1945 dalam
Putusan Nomor 137/PUU-
XIII/2015.26
Akibat dari situasi tersebut,
tercipta banyak ketidakpastian
hukum akibat inkonsistensi norma
perundangan sehingga berdampak
pada aspek tidak fleksibelnya
birokrasi hingga menghambat
pelayanan masyarakat dan
menciptakan potensi koruptif yang
ditimbulkan dari adanya
Kondisi ini memiliki dampak
multiplier yang besar, khususnya
terhadap hambatan pada akses
kesejahteraan masyarakat terkait
dengan potensi investasi dan
penciptaan lapangan kera.hampir
tidak mungkin serta makan waktu
yang panjang sekali jika
disingkronisasi peraturan perundang-
undangan yang dilakukan secara satu
per satu maupun pengujian materil di
mahkamah Agung dan uji materil di
Mahkamah Konstitusi. 27
Sedangkan secara formal , asas
kepastian hukum dimaknai bahwa
ketetapan yang muatan materinya
memberatkan atau menguntungkan
pihak tertentu , maka rumusan
ketetapan harus disusun dengan kata-
kata yang jelas dan tidak boleh
multitafsir. Bahwa ketetapan yang
inkonsintensi perundangan tersebut.
27 Rio christiawan,omnibus law:teori
dan penerapan nya,( Jakarta : sinar grafika
26 Ibid., hal. 722 2021 ) hal 37-40
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memberatkan dan ketentuan yang
terkait pada ketetapan-ketetapan
yang menguntungkan harus disusun
dengan kata-kata yang jelas. Dalam
perkembanganya baik di Indonesia
maupun di Belanda, baik
perundangan maupun asas umum
pemerintahan yang baik keduanya
harus menjadi pedoman bagi
penyelenggaraan pemerintahan














undangan yang lebih tinggi.
Dapat dibayangkan berapa
banyak Peraturan Daerah









Peraturan Daerah yang terbit
setelah adanya putusan MK
atau Menteri Dalam Negeri
dan Gubernur masih bisa
membatalkan Peraturan
Daerah yang terbit sebelum
28 Rio christiawan,omnibus law:teori
dan penerapan nya,( Jakarta : sinar grafika
















yang cepat dan take off into






efektif maka pada akhirnya
diatasi dalam perundangan





model omnibus law tidak
diatur didalam Undang-










dari konsep omnibus law
belum diatur namun bisa
29 Sony Maulana Sikumbang, Et.al.,
Pengantar Ilmu Perundang-undangan,
(Depok: Modul FHUI), hlm .34.
30 Rio christiawan, omnibuslaw : teori
dan penerapan nya ( Jakarta,sinar
grafika,2021 ) hal 190-191
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ditemukan legitimasi yang






omnibus law di Indonesia,
























bahwa ada peraturan yang






A. Undang-undang nomor 11
tahun 2020 tentang cipta
kerja dalam dimana pada
31 Rio christiawan, omnibuslaw : teori
dan penerapan nya ( Jakarta,sinar
grafika,2021 ) hal 198-199
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pasal 251 ayat (1) dan ayat





tidak tepat baik dilihat dari
sisi original intent dari
putusan MK No. 137/PUU-
XIII/2015, putusan MK No
56/PUU-XIV/2016 serta dari
sisi teori perundang-










sudah sudah dibatalkan oleh
putusan MK No. 137/PUU-

















maka adapun saran terhadap
rumusan masalah yang ada
pada analisis, adalah
1. Seharusnya pemerintah pusat
dan DPR RI sebagai
75
pembentuk Undang- Undang





Konstitusi (MK) terkait yang
mengatur pembatalan



















hak asasi manusia perlu lebih
dioptimalkan, dengan begitu
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